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ABSTRAK  

Dian Sunardi : Pelaksanaan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Hasil 

Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Dihubungkan Dengan Pasal 24C 

ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pada dasarnya Kewenangan MK pada Pasal 24C UUD 1945 hanya 

menyebutkan penyelesaian sengketa hasil pemilu.tidak memnyebutkan sengketa 

hasil pilkada, yang memunculkan Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 tentang 

pengujian konstitusionalitas kewenangan MK menangani sengketa pilkada 

terhadap Pasal 22E dan Pasal 24C UUD, yang menegaskan bahwa MK tidak 

berwenang menangani sengketa hasil pilkada karena penafsiran majelis 

menyatakan pilkada bukan perluasan makna pemilu. Putusan tersebut membawa 

konsekuensi perlu adanya badan peradilan khusus menangani sengketa hasil 

pilkada. Hingga saat ini keberadaan peradilan khusus masih menjadi sebuah 

wacana, dan MK masih tetap memiliki kewenangan menangani sengketa hasil 

pilkada sesuai amanat Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016. Terbaru pada tahun 

2020 MK menetapkan Putusan No 55/PUU-XVII/2019 tentang konstitusionalitas 

pemilu serentak, poin pentingnya adalah adanya varian pemilu serentak yang 

memutuskan pilkada termasuk didalamnya, hal ini memunculkan potensi 

permasalahan mengenai penangaan sengketa hasil pilkada. 

Tujuan penelitian ini adalah mengathui pelaksanaan Pasal 157 ayat (3) UU 

10 Tahun 2016 tentang kewenangan MK dalam  penyelesaian sengketa hasil 

pilkada dihubungkan dengan Pasal 24C UUD 1945, selain itu untuk mengetahui 

kedudukan putusan MK terhadap pelaksanaan kewenangan MK memutus sengketa 

hasil pilkada. 

Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory), yaitu teori negara 

hukum. Sebagai turunannya menggunakan teori konstitusi, dan sebagai teori 

aplikatif menggunakan teori pemilihan dan teori kewenangan.  

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala peristiwa 

yang sekarang terjadi dan yang akan datang dengan menggunakan yuridis normatif. 

Dan analisis data menggunakan studi kualitatif terhadap data primer dan sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan: Kewenangan MK menangani sengketa hasil 

pilkada sebagai pelaksanaan Pasal 157 ayat (3) merupakan kewenangan yang 

bersifat sementara artinya merupakan perluasan kewenangan yang dimiliki oleh 

MK. Selanjutnya kewenangan MK memutus sengketa hasil pilkada akan berjalan 

sebelum dibentuknya badan peradilan khusus, dan ketika badan peradilan khusus 

tersbentuk maka MK akan kehilangan kewenangan penyelesaian sengketa hasil 

pilkada. Selain itu berkenaan dengan politik hukum yang dibangun melalui varian 

pelaksanaan pilkada dan pemilu serentak dalam Putusan MK No 55/PUU-

XVII/2019 ditemukan potensi untuk kewenangan penyelsaian sengkta berada di 

MK karena pilkada dan pemilu diatur dalam satu UU sebagaimana dahulu pernah 

di berlakukan.  
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